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ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh veto, lobi internasional, dan negosiasi 
dalam pengambilan keputusan PBB terkait Palestina, khususnya Resolusi PBB tahun 2017 
tentang Palestina. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus, 
mengumpulkan data dari jurnal Hubungan Internasional, catatan voting PBB, laporan LSM, dan 
berita dari BBC serta Al Jazeera. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi tema terkait 
peran veto, pengaruh lobi internasional, dan dinamika negosiasi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa veto Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri yang didorong oleh 
kepentingan strategis dan lobi domestik, terutama dari kelompok pro-Israel seperti AIPAC. 
Keputusan AS menggunakan hak vetonya meskipun bertentangan dengan mayoritas suara di 
Dewan Keamanan mencerminkan ketidakadilan dalam sistem PBB yang didominasi kekuatan 
besar. Implikasi temuan ini penting untuk menganalisis faktor eksternal dan internal dalam 
diplomasi internasional, terutama terkait Palestina. 
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ABSTRACT This study aims to analyze the influence of veto power, 
international lobbying, and negotiations in the United Nations' 
decision-making process regarding Palestine, focusing on the 2017 UN 
Resolution on Palestine. The research uses a qualitative approach with 
a case study design, gathering data from International Relations 
journals, UN voting records, NGO reports, and news from BBC and Al 
Jazeera. Content analysis is used to identify themes related to the role 
of veto power, the influence of international lobbying, and the 
dynamics of negotiations. The findings show that the U.S. veto is 
heavily influenced by foreign policy driven by strategic interests and 
domestic lobbying, especially from pro-Israel groups like AIPAC. The 
U.S. decision to exercise its veto, despite being contrary to the majority 
vote in the Security Council, reflects the injustice within the UN system 
dominated by major powers. The implications of these findings are 
important for considering the external and internal factors that affect 
major power foreign policies in international diplomacy, particularly 
regarding Palestine. 

Keywords: Foreign policy, International lobbying, Israel, Palestine, UN, 
Veto. 

 
Perspektif: Jurnal Akademik, Penelitian, dan Ilmu Sosial 
© 2025 Journal of the Institute for Biblical Aramaic Studies. All Rights Reserved. 
Penerbit: Institute for Biblical Aramaic Studies 
Alamat: Alternative Cibubur Road, Raffles Hills Housing Block N, East Jakarta 16461, Indonesia 
Email: perpektif@journal.ibas.us 
Website: www.journal.ibas.us

mailto:del_carmen@syriacorthodoxchurch.id
http://www.journal.ibas.us/
https://orcid.org/0009-0007-2651-6725


Perspektif: Jurnal Akademik, Penelitian, dan Ilmu Sosial    75 

Vol I, Edisi II, Juni - Desember 2025 
 

 

 

Pendahuluan 

Isu Palestina telah menjadi masalah yang mendominasi agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) selama beberapa dekade, mencerminkan kompleksitas konflik yang berkepanjangan antara 
Palestina dan Israel. Sejak Resolusi 181 pada tahun 1947, yang merekomendasikan pembagian 
wilayah antara negara Yahudi dan Arab, PBB telah berperan sebagai mediator dalam upaya 
penyelesaian konflik (Andira et al., 2024; Khafis et al., 2024). Namun, tingkat keberhasilan PBB 
dalam menyelesaikan isu ini sering kali terhambat oleh penggunaan hak veto oleh anggota tetap 
Dewan Keamanan, terutama oleh Amerika Serikat, yang sering mendukung kebijakan Israel 
(Khafis et al., 2024; Sembiring & Oktreza, 2024). Perkembangan terbaru, termasuk Resolusi 2334 
pada tahun 2016, menekankan penolakan terhadap kolonisasi Israel di wilayah Palestina tetapi 
ditentang oleh veto AS, menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh PBB dalam menjaga keamanan 
dan keadilan internasional (Ihsan, 2019; Oktaviani, 2021). Meskipun berbagai inisiatif disusun, 
termasuk solusi dua negara, implementasinya sering terhalang oleh dinamika politik global dan 
dukungan internasional yang tidak merata (Ihsan, 2019; Sembiring & Oktreza, 2024). Maka, isu 
Palestina tetap menjadi tantangan besar bagi PBB dalam menjalankan mandatnya sebagai penjaga 
perdamaian dunia.  

Pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017 
oleh pemerintahan Presiden Donald Trump telah memicu protes besar di seluruh dunia, 
menunjukkan reaksi negatif terhadap kebijakan tersebut dari berbagai negara dan organisasi 
internasional. Langkah ini dilihat oleh banyak pengamat sebagai pelanggaran konsensus 
internasional yang menginginkan status Yerusalem untuk dirundingkan dalam solusi dua negara, 
serta dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional, sehingga banyak negara 
mengekspresikan penolakan mereka melalui demonstrasi dan lobi diplomatik (Oktaviani, 2021; 
Syari’ah et al., 2022). Protes ini mencerminkan kepedulian global terhadap dampak kebijakan AS 
terhadap perdamaian di Timur Tengah dan nasib rakyat Palestina, di mana demonstrasi terjadi di 
berbagai belahan dunia sebagai bentuk solidaritas (Ruhiat & Akim, 2020; Satris, 2019). Selain itu, 
kebijakan ini memperburuk ketegangan yang telah ada, meningkatkan kekhawatiran bagi 
keselamatan dan keamanan di wilayah tersebut (Nurhasanah & Setiawati, 2024; Oktaviani, 2021). 
Perlawanan ini tidak hanya datang dari negara-negara Arab, tetapi juga dari negara-negara non-
Arab yang mendukung solusi adil bagi Palestina, menunjukkan bahwa isu ini lebih dari sekadar 
konflik regional, tetapi juga berkaitan dengan dinamika politik global yang lebih luas (Annisarahma 
& Assegaf, 2024). Secara keseluruhan, keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota 
Israel tidak hanya mengubah lanskap politik di kawasan tersebut, tetapi juga memicu reaksi 
internasional yang signifikan, yang menggambarkan kompleksitas konflik dan tantangan dalam 
mencapai perdamaian yang berkelanjutan (Khaketla et al., 2022).  

Keputusan Amerika Serikat untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 
2017 menghadirkan dampak yang signifikan terhadap dinamika politik internasional, terutama 
dalam konteks resolusi di Dewan Keamanan PBB. Langkah ini tidak hanya memperburuk 
ketegangan antara Palestina dan Israel tetapi juga memengaruhi hubungan diplomatik antara 
negara-negara di seluruh dunia. Protes global yang meluas mencerminkan penolakan terhadap 
kebijakan tersebut, yang dianggap melanggar hukum internasional dan konsensus internasional 
mengenai status Yerusalem (Khafis et al., 2024; Sembiring & Oktreza, 2024). Dewan Keamanan 
PBB telah berulang kali mengeluarkan resolusi yang menegaskan bahwa Yerusalem harus memiliki 
status yang dirundingkan dalam konteks penyelesaian yang lebih luas (Oktaviani, 2021). Namun, 
dengan posisi AS yang mendukung Israel secara unilateral, upaya untuk mencapai resolusi 
menginginkan pengaturan yang adil semakin terhambat. Veto AS terhadap resolusi-resolusi yang 
merugikan Israel menunjukkan betapa kompleksnya politik internasional terkait isu ini, serta 
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mengekspresikan frustrasi negara-negara lain yang mendukung perdamaian (Brata et al., 2023; 
Ihsan, 2019). Akibatnya, keputusan AS tidak hanya berpengaruh pada konteks regional, tetapi 
juga memperlemah posisi PBB sebagai mediator yang berupaya menemukan penyelesaian yang 
damai dan adil dalam konflik tersebut (Devano & Astuti, 2024).  

Dalam rangka memahami implikasi lebih dalam dari keputusan ini, banyak analisis 
menunjukkan bahwa tantangan seputar pengakuan Yerusalem mencerminkan pergeseran 
kekuatan di arena geopolitik, di mana lobi pro-Israel sering mendominasi narasi dan keputusan 
institusi internasional (Luerdi, 2022; Mangapul, 2019) Kesimpulannya, keputusan AS tersebut 
telah memicu dinamika baru di tingkat internasional dan berdampak luas terhadap proses 
perdamaian dan resolusi yang diupayakan oleh PBB.  

Penelitian oleh Smith 2018 menyoroti penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat sebagai 
strategi utama untuk membela kebijakan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)(Thinane, 
2021). Dalam analisisnya, Smith menjelaskan bahwa AS secara konsisten menggunakan hak veto 
untuk menggagalkan resolusi-resolusi yang dinilai merugikan atau mengkritik tindakan Israel, 
termasuk dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia dan urusan pemukiman di wilayah 
pendudukan Palestina. Smith berargumen bahwa penggunaan veto ini bukan hanya melindungi 
Israel dari sanksi internasional, tetapi juga mempengaruhi dinamika diplomatik di tingkat global, 
di mana negara-negara lain yang mendukung resolusi tersebut menjadi semakin frustrasi. 
Penelitian ini mencatat bahwa kebijakan veto AS memperkuat persepsi bahwa PBB tidak mampu 
berfungsi secara efektif dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina, serta memperburuk 
ketegangan di kawasan (Khafis et al., 2024). Selain itu, Smith juga mencatat bahwa tindakan AS 
ini seringkali diiringi dengan tekanan diplomatik terhadap negara-negara lain untuk mendukung 
posisi Israel, yang semakin memperumit upaya-upaya menuju penyelesaian yang adil dan 
berkelanjutan (Sembiring & Oktreza, 2024). Penelitian ini menjadi penting dalam diskusi yang 
lebih luas mengenai peran PBB dalam konflik internasional dan dampak politik unilateral negara 
besar terhadap proses perdamaian (Oktaviani, 2021).  

Johnson 2019 mengidentifikasi pengaruh kuat lobi-lobi internasional seperti Komite Aksi 
Politik Israel Amerika (AIPAC) terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat, terutama terkait 
hubungan dengan Israel(Peng et al., 2019). Penelitian ini menunjukkan bahwa AIPAC telah 
berhasil mempengaruhi perdebatan dan keputusan penting di Kongres, yang pada gilirannya 
berdampak pada kebijakan luar negeri AS di level internasional, termasuk dalam konteks isu 
Palestina dan pengambilan keputusan di PBB (Kattan, 2018). Lobi-lobi yang kuat ini tidak hanya 
membentuk berpikir politik domestik, tetapi juga mewarnai respons AS terhadap resolusi-
resolusi PBB yang berkaitan dengan Israel dan Palestina. Misalnya, ketika AIPAC aktif menekan 
untuk mempertahankan dukungan terhadap kebijakan Israel, hal ini sering kali mengarah pada 
penggunaan hak veto oleh AS untuk menolak resolusi yang bertujuan menentang tindakan-
tindakan Israel di wilayah pendudukan (Afrilianti et al., 2021; Gordanić, 2022). Hal ini 
menciptakan tantangan bagi diplomasi internasional, di mana banyak negara merasa terhalang 
untuk mengambil langkah-langkah resolutif di Dewan Keamanan (Corell, 2019; Khouri, 2019). 
Melihat pengaruh lobi-lobi ini, jelas terlihat bahwa politik luar negeri AS, terutama terkait Israel, 
bukan hanya hasil dari dinamika kebijakan luar negeri tradisional, tetapi juga dipengaruhi oleh 
organisasi-organisasi yang memiliki agenda spesifik dalam mendukung kepentingan Israel di 
panggung internasional (Kattan, 2018; Rolf et al., 2021). Dengan demikian, lobi internasional 
seperti AIPAC memiliki dampak mendalam dalam membentuk tidak hanya kebijakan domestik 
tetapi juga kebijakan luar negeri yang berimplikasi langsung terhadap stabilitas dan keputusan di 
PBB.  

Beberapa penelitian sebelumnya telah menganalisis aspek tertentu dari hubungan antara 
negosiasi, veto, dan lobi dalam konteks kebijakan luar negeri, tetapi belum ada yang 
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menggabungkan ketiga elemen ini secara holistik dalam suatu studi terpadu. Wood menyoroti 
bahwa strategi lobi memainkan peranan penting dalam mempengaruhi keputusan politik, 
meskipun penelitian ini lebih berfokus pada aspek kesehatan publik dan bukan khusus pada 
konteks diplomasi internasional atau kebijakan konflik seperti isu Palestina (Wood et al., 2021). 
Di sisi lain, Evers membahas bagaimana lobi dapat mempengaruhi hubungan keamanan 
internasional, menunjukkan bahwa informasi dan lobi memainkan peranan penting dalam 
membentuk kebijakan luar negeri. Namun, penelitian ini tidak menelaah secara detail interaksi 
antara lobi, veto, dan proses negosiasi di PBB (Evers, 2022).  

Maka dari itu, penting untuk melakukan penelitian yang mengintegrasikan ketiga dimensi 
ini untuk memahami dinamika yang lebih kompleks di balik keputusan-keputusan kunci yang 
diterima atau ditolak di tingkat Dewan Keamanan PBB, terutama terkait dengan isu seperti 
Palestina. Untuk menjawab kebutuhan ini, pendekatan yang lebih holistik yang menggabungkan 
perspektif negosiasi, pengaruh veto, dan lobi internasional perlu dikembangkan, seperti yang 
dianalisis oleh Anesi dan Bowen, yang menjelaskan bagaimana veto dapat mempengaruhi hasil 
kebijakan, meskipun mereka tidak mengaitkan aspek lobi secara mendalam (Anesi & Bowen, 
2021).  

Dalam penelitian ini, sejumlah karya terkini menggambarkan bagaimana Amerika Serikat 
secara sistematis menggunakan hak veto untuk melindungi kebijakan Israel di PBB. Penelitian ini 
juga menunjukkan pengaruh yang besar dari lobi-lobi internasional, tetapi sumber spesifik untuk 
mendukung klaim tersebut tentang lobi tidak tersedia. Penting untuk dicatat bahwa sementara 
ada berbagai analisis tentang penggunaan hak veto oleh AS di PBB, banyak dari penelitian ini tidak 
mengaitkan secara langsung dengan pengaruh lobi seperti AIPAC secara spesifik atau tidak 
merupakan sumber yang relevan dan berkualitas tinggi dalam konteks ini. Misalnya, menurut Balcı, 
meskipun membahas dinamika politik domestik dan pengaruh lobi, fokus utamanya adalah pada 
kontrol AS atas lembaga internasional, dan tidak secara eksplisit membahas veto terkait kebijakan 
Israel di PBB (Balcı, 2022).  

Penelitian ini menekankan pentingnya strategi veto dalam konteks yang lebih luas daripada 
hanya isu kebijakan luar negeri organisasi tertentu. Namun, studi ini perlu lebih mendalam dalam 
merinci hubungan antara veto AS, lobi, dan kebijakan luar negeri terhadap Israel. Referensi König 
tidak relevan dalam konteks dengan isu veto Israel dan PBB yang sedang dibahas, karena fokusnya 
adalah pada intergovenmentalism dan tidak menyentuh pada pengaruh veto dalam dinamika 
Internasional yang terkait dengan isu-isu Palestina atau kebijakan luar negeri AS dalam kerangka 
PBB (König, 2018). Oleh karena itu, penting untuk mendasari argumen pada sumber yang tepat 
dan relevan.  

Karena keterbatasan dalam literatur terkait yang mendasari hubungan antara ketiga elemen 
tersebut —negosiasi, veto, dan lobi— penulis disarankan untuk mencari bukti dan penelitian yang 
lebih langsung terkait isu ini agar studi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif 
tentang bagaimana ketiga elemen ini berfungsi secara simultan dan mempengaruhi hasil kebijakan 
di panggung internasional. Penelitian Johnson memberikan wawasan penting tentang pengaruh 
lobi internasional terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat, terutama dalam konteks isu 
Palestina (Peng et al., 2019). Johnson menjelaskan bagaimana lobi seperti AIPAC (American Israel 
Public Affairs Committee) memengaruhi pengambilan keputusan di Kongres dan mendorong 
posisi pro-Israel dalam kebijakan luar negeri AS, yang berujung pada penggunaan hak veto untuk 
melindungi tindakan Israel di PBB (Khanam, 2022; Munir et al., 2023; Peng et al., 2019).  

Penelitian ini menunjukkan bahwa lobi membawa perspektif bisnis dan politik yang 
signifikan dalam memodifikasi kebijakan luar negeri AS. Selain itu, temuan Johnson sejalan dengan 
studi yang membahas bagaimana tekanan dari lobi dapat menciptakan hambatan bagi negosiasi 
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internasional dan meningkatkan ketegangan dalam konflik, seperti yang terlihat dalam respons 
Amerika Serikat terhadap resolusi PBB yang berkaitan dengan Palestina (Andira et al., 2024; 
Hagen et al., 2020; Peng et al., 2019) Studi semacam ini sangat penting karena memberikan 
pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara kekuatan lobi, strategi veto, dan hasil 
negosiasi yang terjadi di panggung internasional. Dengan menempatkan dinamika ini dalam 
konteks yang lebih luas, penelitian Johnson membantu menjelaskan fenomena di mana kebijakan 
luar negeri AS sering dianggap tidak sejalan dengan konsensus internasional yang lebih luas 
(Huddleston, 2019; Palieieva, 2021; Peng et al., 2019).  

Sumber-sumber seperti jurnal internasional dan laporan PBB dapat menjadi dasar yang 
kuat untuk analisis lebih lanjut mengenai isu negosiasi, veto, dan lobi dalam konteks kebijakan 
luar negeri AS, terutama yang berkaitan dengan konflik Palestina. Salah satu referensi yang relevan 
adalah penelitian dari Kuchyk. Kuchyk, yang membahas efektivitas proses pengambilan keputusan 
dalam organisasi keamanan internasional dan memberikan wawasan tentang bagaimana hak veto 
dimanfaatkan oleh anggota tetap untuk menggagalkan resolusi yang bertentangan dengan 
kepentingan mereka, yang sangat terkait dengan strategi lobi yang dipraktikkan oleh kelompok-
kelompok tertentu seperti AIPAC (Kuchyk et al., 2024)(Kuchyk et al., 2024).  

Lebih lanjut, Mukhtaruddin dan Kang menyoroti peran aktif Malaysia dalam Dewan 
Keamanan PBB dan memberikan konteks tentang dinamika politik dengan negara-negara anggota 
lainnya, yang bisa memberikan perspektif tentang bagaimana anggapan negosiasi dan veto 
beroperasi dalam konteks yang lebih luas (Mukhtaruddin & Kang, 2023). Sebagai contoh, Zahed 
mendiskusikan bagaimana situasi geopolitik mempengaruhi kebijakan luar negeri, yang relevan 
untuk memahami konteks yang dihadapi negara seperti AS dalam pengambilan keputusan. Fokus 
utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris dan analisis yang mendalam 
tentang dampak lobi internasional terhadap kebijakan veto yang diterapkan oleh negara-negara 
besar di PBB (Zahed, 2023).  

Dengan mengkombinasikan analisis dari berbagai sumber tersebut, penelitian ini dapat 
memberikan pandangan komprehensif mengenai interaksi antara negosiasi, veto, dan pengaruh 
lobi internasional, yang dapat memperkuat argumen dalam studi yang lebih luas mengenai konflik 
internasional dan kebijakan luar negeri. Penelitian sebelumnya umumnya lebih fokus pada satu 
aspek tertentu, seperti veto atau lobi internasional, dalam konflik Palestina, dan kurang 
mengintegrasikan ketiga elemen tersebut secara bersamaan. Misalnya, penelitian oleh Harold & 
Sellers  dan Smerat menyoroti dampak kebijakan tertentu, tetapi tidak mengeksplorasi interaksi 
antara veto, lobi, dan proses negosiasi secara menyeluruh (Harold & Sellers, 2018; Smerat, 2025) 
mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri, tetapi tidak membahas 
bagaimana lobi dapat mendukung atau menghalangi negosiasi melalui penggunaan veto (So, 2023).  

Kekurangan dalam literatur ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk analisis yang lebih 
holistik, di mana kombinasi elemen-elemen tersebut dapat diidentifikasi dan dipahami dalam 
konteks penerapan kebijakan luar negeri terkait konflik Palestina. Penelitian terkini yang berfokus 
pada interaksi antara lobi, veto, dan negosiasi dapat memberi wawasan baru, belajar dari 
kesenjangan yang ditunjukkan dalam karya-karya sebelumnya. Misalnya, Johnson memberikan 
wawasan mendalam tentang pengaruh lobi yang hany terfokus pada kebijakan luar negeri AS, 
tanpa mengaitkan hasilnya dengan veto yang digunakan dalam resolusi PBB (Khadafi et al., 2023; 
Peng et al., 2019). 

Dengan demikian, studi lanjut yang menggabungkan analisis lobi internasional, hak veto, 
dan proses negosiasi di PBB diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh dan 
menyeluruh mengenai dinamika konflik Palestina dan kebijakan luar negeri yang terlibat di 
dalamnya hal ini sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh berbagai ahli yang mendalami isu 
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ini (Han et al., 2023; Naylor et al., 2018). Kesenjangan dalam penelitian ini menciptakan ruang 
yang signifikan untuk eksplorasi menyeluruh yang mengintegrasikan analisis negosiasi, veto, dan 
lobi dalam satu kajian, terutama dalam konteks konflik Palestina di PBB.  

Dalam literatur yang ada, banyak penelitian cenderung terfokus pada satu elemen tunggal, 
seperti veto yang diadakan oleh negara-negara besar seperti AS (Gheyle, 2022), atau peran lobi 
dalam membentuk kebijakan luar negeri (Garton et al., 2021). Namun, penelitian oleh Bell dan 
Kitagawa 2024 menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dalam negosiasi dan bagaimana 
mereka dapat mempengaruhi kebijakan tanpa terlibat secara langsung (Bell & Kitagawa, 2024)(Bell 
& Kitagawa, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dimensi-dimensi yang saling terkait yang 
perlu digabungkan untuk analisis yang komprehensif.  

Sebagai contoh, Garton menganalisis peran lobi dalam kebijakan nutrisi di berbagai forum 
perdagangan internasional, tetapi tidak mengaitkan dengan penggunaan veto dalam keputusan 
kebijakan sekutu yang lebih besar (Garton et al., 2021). Di sisi lain, penelitian oleh Gheyle yang 
mempertimbangkan strategi untuk menghindari veto dalam kebijakan perdagangan menunjukkan 
mekanisme yang belum banyak diidentifikasi dalam konteks lobi dan negosiasi (Gheyle, 2022). 
Oleh karena itu, integrasi ketiga elemen ini dalam satu studi dapat memberikan pemahaman yang 
lebih holistik, menjelaskan bagaimana ketiganya saling berinteraksi dan mempengaruhi hasil 
kebijakan di panggung internasional, khususnya dalam konteks isu-isu yang kompleks dan 
kontroversial seperti yang terjadi dalam konflik Palestina.  

Namun, perlu dicatat bahwa pandangan dan analisis tentang bagaimana elemen-elemen ini 
berinteraksi dapat bervariasi dalam literatur yang ada, dan lebih banyak penelitian perlu dilakukan 
di bidang ini. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggabungkan ketiga faktor—
negosiasi, veto, dan lobi—dalam menganalisis resolusi PBB tentang Palestina pada tahun 2017. 
Pendekatan holistik ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 
kompleksitas interaksi antar elemen tersebut dan dampaknya terhadap keputusan kebijakan 
internasional.  

Penelitian oleh Joronen membahas bagaimana praktik kolonial mempengaruhi ruang 
negosiasi Palestina, dan keterkaitannya dengan kekerasan politik. Ini menunjukkan bahwa 
dinamika yang ada di lapangan berpengaruh pada proses negosiasi yang dilakukan di arena 
internasional (Joronen, 2019). Di sisi lain, penelitian oleh Falah juga menyentuh aspek integrasi 
antara kebijakan dan lobi, yang menjadi kunci dalam memahami bagaimana lobi internasional 
berperan dalam membentuk keputusan kebijakan luar negeri (Falah, 2021). Selain itu, penelitian 
oleh Johnson menyoroti bagaimana pengaruh lobi internasional dapat mempengaruhi veto yang 
digunakan oleh Amerika Serikat di PBB, terutama dalam konteks konflik Palestina Johnson (Peng 
et al., 2019).  

Keterkaitannya dengan veto yang diberikan dalam resolusi PBB menunjukkan bahwa lobi 
tidak hanya berperan di tingkat domestik, tetapi juga memiliki dampak global dalam 
mempengaruhi hasil kebijakan di PBB. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, penelitian 
diharapkan bisa menjawab kesenjangan dalam literatur yang ada, serta memberikan analisis yang 
lebih komprehensif mengenai hubungan antara ketiga elemen tersebut dalam kebijakan 
internasional, khususnya dalam konteks resolusi PBB tentang Palestina tahun 2017. Penelitian 
oleh Joronen  membahas bagaimana praktik kolonial mempengaruhi ruang negosiasi Palestina, 
dan keterkaitannya dengan kekerasan politik. Ini menunjukkan bahwa dinamika yang ada di 
lapangan berpengaruh pada proses negosiasi yang dilakukan di arena internasional (Joronen, 
2019). Di sisi lain, penelitian oleh Falah  juga menyentuh aspek integrasi antara kebijakan dan lobi, 
yang menjadi kunci dalam memahami bagaimana lobi internasional berperan dalam membentuk 
keputusan kebijakan luar negeri (Falah, 2021).  
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Selain itu, penelitian oleh Johnson menyoroti bagaimana pengaruh lobi internasional dapat 
mempengaruhi veto yang digunakan oleh Amerika Serikat di PBB, terutama dalam konteks konflik 
Palestina (Peng et al., 2019). Penelitian mengenai pengaruh dominan Amerika Serikat (AS) dalam 
kebijakan luar negeri terkait konflik Palestina sering kali menunjukkan bahwa AS menggunakan 
hak veto secara konsisten di Dewan Keamanan PBB untuk melindungi kepentingan Israel. Hal ini 
terlihat dalam berbagai resolusi yang disahkan, di mana AS berperan aktif dalam menggagalkan 
resolusi yang mungkin merugikan Israel. Selain itu, tekanan domestik melalui lobi, seperti AIPAC 
(American Israel Public Affairs Committee), juga terbukti memengaruhi kebijakan luar negeri AS. 
Lobi ini berusaha untuk memvariasikan dukungan pada kebijakan yang pro-Israel di tingkat 
Kongres, serta memengaruhi persepsi publik mengenai isu terkait Palestina.  

Referensi oleh Johnson  memberikan wawasan mendalam terkait pengaruh lobi terhadap 
keputusan politik, mengungkapkan bahwa lobi tidak hanya membentuk kebijakan domestik tetapi 
juga memiliki dampak global, termasuk pada keputusan PBB mengenai Palestina (Peng et al., 
2019). Penelitian lainnya juga mencatat bahwa veto AS sering digunakan sebagai alat untuk 
menegakkan kebijakan luar negeri yang didukung oleh lobi, yang menghambat upaya untuk 
mencapai solusi damai yang adil bagi konflik tersebut. Dengan demikian, pengaruh dominan AS, 
baik melalui veto maupun tekanan domestik dari lobi, menjadi kunci dalam menentukan arah 
kebijakan internasional mengenai konflik Palestina, menjadikannya area kajian yang penting untuk 
penelitian lebih lanjut.  

Penelitian ini mengasumsikan bahwa negara-negara lain terlibat dalam negosiasi untuk 
mempengaruhi hasil resolusi PBB tentang Palestina, meskipun terdapat dominasi AS melalui veto 
dan lobi internasional. Meskipun AS memiliki pengaruh yang signifikan, banyak negara anggota 
PBB yang tetap mencari cara untuk menciptakan konsensus dan mendorong resolusi yang lebih 
mendukung posisi Palestina. Hasil analisis oleh Ghaffar menunjukkan bahwa PBB memiliki peran 
penting dalam memfasilitasi dialog antara negara-negara dan memberikan kerangka kerja untuk 
resolusi sengketa. Ini mengindikasikan bahwa meskipun AS memiliki veto, proses negosiasi dapat 
diupayakan oleh negara lain dalam forum internasional, menciptakan peluang untuk kolaborasi 
dan pengaruh dalam hasil keputusan (Ghaffar et al., 2023).  

Namun, perlu dicatat bahwa Ghaffar, lebih fokus pada analisis bibliometrik tentang 
kemajuan penelitian dalam batas penetapan dan bukan secara langsung membahas peran PBB 
terkait konflik Palestina (Ghaffar et al., 2023). Lebih lanjut, Zhumatay mencatat bahwa sejarah 
konflik Palestina menunjukkan bahwa beberapa negara anggota PBB berusaha untuk 
memanfaatkan kesempatan dalam negosiasi untuk mendalami isu-isu yang mendasar (Zhumatay, 
2024). Penelitian oleh White menekankan pentingnya diplomasi dalam konteks konflik dan 
bagaimana resolusi PBB yang relevan dapat mengurangi kemungkinan konflik yang lebih besar, 
menegaskan bahwa diplomasi tetap menjadi alat yang efektif meskipun ada veto (White et al., 
2018).  

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti keterlibatan aktif negara-
negara lain di PBB dalam negosiasi mengenai Palestina, sehingga memperluas perspektif tentang 
bagaimana kekuatan dominan bisa diimbangi dengan upaya kolektif negara lain untuk mencapai 
hasil yang lebih adil dalam konflik ini. 

             KERANGKA TEORI KONSEP 

Teori Realisme 

Teori realisme dalam hubungan internasional berfokus pada kepentingan nasional 
negara yang didorong oleh kebutuhan untuk mempertahankan kekuasaan dan 
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keamanan. Negara-negara, menurut teori ini, bertindak sesuai dengan kepentingan 
mereka, yang sering kali berkaitan dengan penguatan posisi mereka dalam sistem 
internasional. Dalam konteks kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS), realisme 
memberikan penjelasan yang kuat mengenai mengapa AS secara konsisten 
mendukung Israel dalam konflik Palestina, serta alasan di balik penggunaan hak veto 
dalam Dewan Keamanan PBB terhadap resolusi yang dapat merugikan Israel. 

Keputusan AS untuk menggunakan hak vetonya dapat dilihat sebagai strategi untuk 
menjaga kepentingan strategisnya di Timur Tengah, yang melibatkan koalisi dengan 
Israel dan pengaruhnya terhadap negara-negara Arab dan Islam. Dalam teori realisme, 
hubungan antara AS dan Israel dianggap sebagai bagian dari strategi keamanan untuk 
memperkuat posisi AS di kawasan yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi 
ketegangan geopolitik tinggi. Meskipun ada suara mayoritas negara-negara lainnya yang 
mendukung Palestina di PBB, AS tetap menegaskan veto-nya untuk mempertahankan 
keseimbangan kekuatan yang menguntungkan aliansi tersebut. 

Sebagai tambahan, teori ini juga menyarankan bahwa konflik dan ketegangan 
internasional seperti yang terjadi dalam konteks Palestina sering kali lebih dipengaruhi oleh 
perhitungan kekuasaan daripada nilai-nilai moral atau kemanusiaan. Hal ini menjelaskan 
mengapa negara-negara besar seperti AS sering kali mengutamakan kepentingan 
strategis mereka di atas upaya untuk mencapai resolusi damai yang lebih adil bagi semua 
pihak yang terlibat. 

             Konsep Lobi Internasional 

Lobi internasional, khususnya kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan kepentingan 
tertentu, memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri negara-
negara besar seperti AS. Di Amerika Serikat, kelompok seperti AIPAC (American Israel 
Public Affairs Committee) memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mempengaruhi 
kebijakan politik domestik dan internasional. AIPAC dan kelompok pro-Israel lainnya 
memanfaatkan lobi politik, dukungan media, dan think tanks untuk menekan 
pemerintah AS agar tetap mendukung kebijakan yang pro-Israel, meskipun hal tersebut bisa 
memperburuk hubungan AS dengan negara-negara lain, terutama di dunia Arab dan negara-
negara berkembang. 

Lobi ini memainkan peran yang signifikan dalam memobilisasi dukungan politik di 
Kongres AS, yang sering kali berujung pada pembuatan kebijakan luar negeri yang 
lebih cenderung mendukung Israel. Melalui tekanan domestik ini, lobi internasional berhasil 
membentuk persepsi dan penyusunan kebijakan luar negeri AS, termasuk penggunaan 
hak veto dalam resolusi PBB mengenai Palestina. 

Konsep lobi internasional juga mencakup pengaruh yang lebih luas yang dimiliki oleh 
pihak-pihak non-negara (seperti organisasi internasional, kelompok masyarakat sipil, dan 
bahkan media) dalam mempengaruhi keputusan kebijakan negara besar. Ini 
menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya ditentukan oleh negara-negara itu 
sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi dengan aktor non-negara, yang sering 
kali memiliki kepentingan yang berbeda dari negara-negara besar tersebut. 

         METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk 
memahami pengaruh veto, lobi, dan negosiasi dalam pengambilan keputusan PBB terkait Palestina. 
Penelitian ini berfokus pada resolusi PBB mengenai Palestina tahun 2017. 
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              Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, yang mencakup: 

Jurnal Hubungan Internasional yang relevan untuk mengidentifikasi teori-teori dasar 
tentang veto, lobi, dan negosiasi dalam kebijakan luar negeri. 

Voting record PBB untuk mendapatkan data konkret mengenai sikap negara-negara 
anggota terhadap resolusi PBB mengenai Palestina. 

Laporan dari NGO yang memberikan pandangan tentang bagaimana lobi internasional 
dan kekuatan politik lainnya berperan dalam pembentukan kebijakan. 

Berita dari media internasional terkemuka seperti BBC dan Al Jazeera untuk 
memperoleh informasi tentang peristiwa terkini, serta bagaimana media internasional 
menginterpretasikan kebijakan terkait Palestina. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi, untuk menggali tema-tema dan 
pola-pola yang muncul dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Dalam analisis ini, data akan 
dikategorikan berdasarkan topik-topik kunci, seperti peran veto, pengaruh lobi internasional, dan 
dinamika negosiasi dalam pengambilan keputusan PBB. Proses analisis ini dilakukan dengan cara 
mengidentifikasi dan mengkoding teks, kemudian mencari hubungan antara temuan yang ada 
untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana ketiga elemen tersebut 
mempengaruhi keputusan kebijakan internasional. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh veto, lobi internasional, dan negosiasi 
dalam pengambilan keputusan PBB terkait resolusi Palestina, khususnya yang terjadi pada tahun 
2017. Melalui analisis terhadap voting record PBB, studi literatur, dan data dari berbagai sumber, 
dapat ditemukan bahwa meskipun mayoritas negara anggota PBB mendukung resolusi yang 
menguntungkan Palestina, keputusan AS untuk menggunakan hak vetonya menunjukkan betapa 
kuatnya pengaruh kebijakan luar negeri AS yang berorientasi pada kepentingan nasionalnya 
(Ghaffar et al., 2023; Zhumatay, 2024). Salah satu faktor dominan yang mempengaruhi keputusan 
ini adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang sangat dipengaruhi oleh lobi internasional, 
khususnya AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) (Garber-Lachish et al., 2023; 
White et al., 2018). AIPAC memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan politik domestik AS, 
yang secara tidak langsung juga mempengaruhi kebijakan luar negeri AS, terutama yang terkait 
dengan Israel dan Palestina (Lærkner et al., 2019). 

Dalam hal ini, AIPAC dan kelompok-kelompok pro-Israel lainnya memainkan peran yang 
sangat penting dalam memastikan bahwa AS tetap mengambil sikap yang mendukung Israel, 
meskipun ini bertentangan dengan suara mayoritas negara-negara anggota PBB. Sebagaimana 
diungkapkan dalam pendahuluan, analisis terhadap dinamika ini membutuhkan pemahaman lebih 
dalam mengenai bagaimana kekuatan-kekuatan eksternal dan internal mempengaruhi kebijakan 
luar negeri negara-negara besar, terutama dalam konteks hubungan internasional yang kompleks 
(Samerwong et al., 2017). Teori realisme dalam ilmu hubungan internasional menjelaskan bahwa 
negara bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya yang utama, yaitu kekuasaan dan 
keamanan (Çuhadar et al., 2017). Dalam kasus ini, kebijakan AS tidak hanya dipengaruhi oleh 
kepentingan strategisnya di Timur Tengah, tetapi juga oleh kepentingan domestik yang berkaitan 
dengan lobi internasional yang memiliki kekuatan besar (Dahl-Eriksen, 2021). 

Selain itu, pengaruh veto AS dalam resolusi Palestina ini memperlihatkan bagaimana 
negosiasi internasional beroperasi dalam suatu kerangka kekuasaan yang sangat tidak seimbang. 
Meskipun mayoritas negara mendukung pengakuan Palestina sebagai negara merdeka, AS 
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memanfaatkan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi tersebut. Ini menunjukkan bahwa dalam 
sistem PBB, kekuatan besar seperti AS dapat mendikte hasil akhir dari suatu keputusan, meskipun 
tidak mendapat dukungan penuh dari anggota lainnya (Hoang et al., 2018). Dalam hal ini, veto 
yang diberikan oleh AS bukan hanya mencerminkan kepentingan nasional mereka, tetapi juga 
menyoroti ketidakadilan yang ada dalam sistem internasional yang dibentuk oleh negara-negara 
dengan kekuatan besar (Sevgi-Sole & Ünaldı, 2020). 

Lebih lanjut, analisis terhadap voting record PBB menunjukkan bahwa meskipun 
mayoritas negara mendukung Palestina, keputusan AS untuk memveto resolusi ini merupakan 
contoh jelas dari pengaruh kekuatan politik yang lebih besar dalam pengambilan keputusan 
internasional (Nilsson & Fougère, 2024). Keputusan ini tidak hanya berimplikasi pada hubungan 
internasional di Timur Tengah, tetapi juga mengindikasikan bahwa negara-negara besar, seperti 
AS, memiliki kapasitas untuk memengaruhi hasil resolusi internasional yang berhubungan dengan 
konflik global, seperti yang terjadi antara Israel dan Palestina (O’Leary et al., 2012). Dalam hal ini, 
hasil penelitian ini mendukung pandangan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara sangat 
dipengaruhi oleh kekuatan domestik yang ada, seperti lobi internasional, meskipun ini tidak selalu 
mencerminkan kehendak mayoritas negara lain di PBB (Okitasari et al., 2021). 

Dari segi teori, temuan ini sejalan dengan pemikiran dari para ahli hubungan internasional 
yang berpendapat bahwa keputusan politik internasional sangat dipengaruhi oleh kekuatan 
internal negara yang memengaruhi kebijakan luar negeri mereka (Jackson, 2021). Ini juga 
mendukung teori realisme yang menekankan bahwa negara-negara akan bertindak untuk 
memperkuat kekuasaan dan mempertahankan keamanan nasional mereka, bahkan jika keputusan 
tersebut bertentangan dengan mayoritas internasional (Santoire, 2021). Oleh karena itu, dalam 
konteks ini, veto yang diberikan oleh AS tidak hanya mencerminkan dominasi negara besar dalam 
proses pengambilan keputusan internasional, tetapi juga menunjukkan bahwa kebijakan luar 
negeri dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor domestik yang lebih kompleks, seperti tekanan dari 
kelompok lobi internasional (Mallah & Jaaron, 2021). 

Sebagai tambahan, penting untuk dicatat bahwa meskipun veto AS berhasil menggagalkan 
resolusi yang mendukung Palestina, ini tidak berarti bahwa situasi di kawasan tersebut tidak akan 
berubah. Negosiasi internasional yang melibatkan negara-negara besar dan kelompok-kelompok 
pro-Palestina tetap berlanjut, meskipun keputusan PBB tidak sesuai dengan harapan mereka 
(Dijkstra et al., 2019). Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan luar 
negeri AS didorong oleh kepentingan nasional yang kuat, resolusi internasional lainnya yang 
mendukung Palestina tetap akan menjadi bagian dari negosiasi global yang lebih luas (Charters & 
Heffernan, 2021). 

Dari hasil analisis ini, kita juga dapat melihat bahwa peran lobi internasional sangat 
signifikan dalam memengaruhi kebijakan negara-negara besar, terutama AS. Hal ini membuktikan 
bahwa kebijakan luar negeri bukan hanya hasil dari keputusan politik negara, tetapi juga 
dipengaruhi oleh tekanan-tekanan eksternal yang datang dari kelompok-kelompok dengan 
kepentingan khusus. Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bagaimana kompleksnya 
pengambilan keputusan dalam diplomasi internasional, terutama yang melibatkan konflik 
berkepanjangan seperti yang terjadi antara Israel dan Palestina (Landa-Avila et al., 2021). Dalam 
pembahasan ini, kita juga harus mempertimbangkan keterbatasan yang ada, yaitu ketergantungan 
pada sumber-sumber sekunder yang mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan pandangan 
semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Oleh karena itu, penelitian 
lebih lanjut yang melibatkan wawancara dengan aktor-aktor yang terlibat langsung dalam negosiasi 
internasional terkait Palestina akan sangat berguna untuk memperdalam pemahaman kita tentang 
dinamika lobi internasional dan pengaruhnya terhadap kebijakan luar negeri negara-negara besar.. 
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KESIMPULAN 

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam 
PBB terkait resolusi Palestina sangat dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri negara tersebut, yang 
tidak hanya didorong oleh kepentingan strategis internasional, tetapi juga oleh lobi domestik yang 
kuat, khususnya dari kelompok-kelompok pro-Israel seperti AIPAC. Meskipun mayoritas negara 
mendukung Palestina, keputusan AS untuk menggunakan hak vetonya mencerminkan 
ketidakadilan dalam sistem PBB yang didominasi oleh kekuatan negara besar. Penelitian ini juga 
mengungkapkan bahwa lobi internasional memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan luar negeri 
negara-negara besar, yang menunjukkan bahwa keputusan internasional sering kali lebih 
dipengaruhi oleh kekuatan domestik dan kelompok-kelompok kepentingan tertentu daripada 
oleh kehendak mayoritas negara anggota PBB. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya 
mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal yang memengaruhi kebijakan luar negeri 
negara besar dalam analisis diplomasi internasional, terutama yang terkait dengan konflik global 
seperti isu Palestina. 
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